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PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS
AKUNTANS! PENGGABUNG PEMERINTAH PROVINS!I DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA SEMESTER I_TAHUN:ANGGARAN 2018

GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka optimalisasi dan akuntabilitas Penyusunan Laporan Keuarjgan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Semester | Tahun Anggaran 2018, -vdengan ini

menginstruksikan :

| Kepada

Untuk
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Urit Kerja Perangkat
Daerah/Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD/UKPD/
SKPKD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Melakukan Input Surat Per'taanungjaWaban (SPJ) atas realisasi belanja
Semester | Tahun Anggaran 2018 pada Sistern Informasi Pengeloiaan
Keuangan Daerah (SIPKD) paling lambat tanggal 10 Juli 2018.

Menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi sebagai bahan

“penyusur:an Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung paling
lambat tangga! 1 Agustus 2018, sesual standar akuritansi pemerintahan

dan kebijakan akuritansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus ibukota
Jakarta cecara tepat, akurat dan nenuh tanggung jawab.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas Akuntansi
Penggabung memberikan bimbingan dan pendampingan penyusunan
Laporan Keuangan Entitas Akuntansi dibawahnya dan menyusun
Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung untuk disampaikan
kepada -Badan Pengelola Keuangan Daerah c.q, Bidang Akuntansi
paling lambat tangga! 6 Agustus 2018. |

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

‘Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (S8KPKD)

menyusun Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) Semester i Tahun Anggaran 2018 paling lambat tanggal
10 Agustus 2018.



KELIMA

KEENAM

KETUJUH

‘Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus |bukota Jakarta Semester | Tahun Anggaran 2018 dan
menyerahkannya kepada Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta untuk direviu. .

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
pada diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan prosedur
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini dan
jadwal sebagaimana terlampir. :

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :

_Ditetapkan di Jakarta _
p,a;ig;taqggal 26 Juli 2018
"' 7" Guberntr Provinsi Daerah Khusus ;
B & 75 S Slbukota Jakarta,

ll":
~ )

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan
Provinsi DKI Jakarta

2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta '



Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomocr 78 TAHUN 2018
Tanggal 26 Juli 2018

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH

KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEMESTER | TAHUN ANGGARAN 2018

BERBASIS AKRUAL

I. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku Entitas Akuntansi

1.

SKPD/UKPD menyusun Laporan Keuangan Semester | Tahun 2018 berbasis
akrual terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Neraca;

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
e. Catatan atas Laporan Kéuangan.

Entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
(PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana pada angka 1 (satu)
di atas, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD/UKPD dilakukan
berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan bukti
pertanggungjawaban yang sah dengan terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi
dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI| Jakarta.

Penyusunan Laporan Operasional SKPD/UKPD dilakukan berdasarkan bukti
transaksi timbulnya hak dan kewajiban serta penyusutan aset tetap dan
penyisihan piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester | Tahun
Anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan LO diakui berdasarkan hak Pemerintah Provinsi DK! Jakarta
yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Jumlah pendapatan LO
dibuktikan dengan Surat Keterangan Pajak Daerah (SKPD), Surat
Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan itu. Jika terdapat pendapatan yang masih harus
diterima atau pendapatan diterima dimuka maka dilakukan proses
penyesuaian (adjustment) pada akhir periode akuntansi untuk mengakui
pendapatan tahun berjalan. Jumlah pendapatan LO direkonsiliasi dengan
jumlah penerimaan LRA per 30 Juni 2018 ditambah jumlah pendapatan s.d.
30 Juni 2018 yang masih harus diterima, dikurangi dengan penerimaan
pembayaran piutang pendapatan tahun sebelumnya.

b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban sebagai berikut : ‘

!

'
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1) Beban pegawai diakui sebesar jumlah pembayaran gaji dan tunjangan
selama Semester | Tahun Anggaran 2018 ditambah penyesuaian atas
gaji dan tunjangan periode Semester | Tahun Anggaran 2018 yang
belum dibayarkan, dikurangi dengan pembayaran atas kekurangan gaji
dan tunjangan tahun sebelumnya.

2)" Beban Barang dan Jasa diakui berdasarkan jumlah pembayaran selama

'~ Semester | Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan bukti pengeluaran
belanja yang sah ditambah penyesuaian atas perolehan barang dan
‘jasa yang belum dibayar serta dikurangi penyesuaian atas belanja yang

* . dibayar di muka (contoh : asuransi dibayar di muka). Jumlah beban
barang dan jasa direkonsiliasi dengan jumlah belanja barang dalam LRA
ditambah dengan jumlah belanja yang masih harus dibayar, dikurangi
jumlah pembayaran utang belanja tahun sebelumnya.

3) Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat
aset ‘yang bersangkutan. Beban penyusutan dihitung dengan

- menggunakan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat aset.
4) Beban Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan sebesar
" tingkat kenaikan jumlah penyisihan piutang. Penyisihan piutang dihitung
untuk menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat
“ditagih, dihitung berdasarkan umur piutang dikalikan dengan persentase
kemungkinan tidak tertagihannya piutang.

5. Penyusunan Neraca :

a

Penyajian saldo akun-akun neraca merupakan akumulasi saldo awal tahun
berjalan ditambah dengan mutasi selama tahun berjalan. Seluruh saldo
akun neraca dilengkapi dengan rincian dan setiap mutasi dldukung dengan
buktu transaksi yang sah.

Akun piutang disajikan sebesar nilai piutang bruto sesuai dengan

- SKPD/SKRD/Bukti Lainnya yang dapat dipersamakan, dlkurangu dengan

penyisihan piutang tak tertagih.

Aset Tetap disajikan sebesar nilai perolehan aset, didukung dengan Kartu
Inventaris Barang (KIB) dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap.

- Akun belanja dibayar di muka dan akun belanja yahg masih harus dibayar

disajikan setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian atas pengakuan
beban periode berjalan.

Pendapatan diterima dimuka disajikan sesuai dengan bukti penerimaan
dengan terlebih dahulu dilakukan penyesuaian atas pengakuan penenmaan
yang menjadi pendapatan pada periode berjalan. .

Utang diakui sebesar kewajiban kepada pihak ketiga yang belum
dibayarkan.' .

6. Laporan Perubahan Ekuitas

a.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tujuan pelaporan Laporan Perubahan Ekuitas adalah memberikan
informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif
perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir suatu
entitas pelaporan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

/
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c. Laporan perubahan ekuitas menyédiakan informasi mengehai saldo ‘awal
ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-
pos :

1) Ekuitas awal, _ ,

2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang
antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh
perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar,
misalnya : :

a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada
periode-periode sebelumnya; dan .
b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4) Ekuitas akhir. -

Penyusunan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) g

a. LPSAL disusun oleh ‘SK.PD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan BLUD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

b. LPSAL adalah Laporan Perubahan Saldo Anggéran Lebih yang menyéjikan
informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan
d_ibandingkan' dengan tahun sebelumnya. :

‘c. Laporan Perubahan Saldo ‘Anggaran Lebih menyediakan secara komparatif

dengan periode sebelumnya informasi tentang: Saldo Anggaran Lebih awal,
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran tahun berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. S '

Pehyusunan Laporan Arus Kas (LAK)

a. LAK disusun oleh SKPD/UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan v
Keuangan BLUD dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

b. LAK adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran
kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. o :

c. LAK menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas
dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas
pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar "Kkas . diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

SKPD/UKPD menyusun Catatan Atas Laporan Keuahgan yang meliputi
penjelasan naratif atau rincian dari angka yarg tertera dalam Laporan Realisasi

~ Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,:Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan

10.

atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi .
yang dipergunakan dan informasi- lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk
diungkapkan ' didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-
ungkapan yang diperiukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan

secara wajar.

Laporan Keuanganv sebagaimana dimaksud éngka 1 di atas disampaikan kepada
Entitas Akuntansi Penggabung untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan
laporan keuangan entitas akuntansi penggabung. ' -
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iI. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku Entitas - Akuntansi
- Penggabung :

1.

4.

Entitas akuntansi penggabung melakukan penggabungan atas laporan
keuangan entitas akuntansi dibawahnya yang telah direkonsiliasi dengan Badan
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk dijadikan sebagai
laporan keuangan entitas akuntansi penggabung, selanjutnya diserahkan
kepada Badan Pengelola  Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk
dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

SKPD Entitas Akuntansi Penggabung menyusun Laporan Keuangan Entitas
Akuntansi Penggabung Semester | Tahun 2018 berbasis akrual terdiri dari : -

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b.. Neraca; |

c. Laporan Operasiohal (LOY);

" d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan.

SKPD Entitas Akuntansi Penggabung yang membawahi entitas Akuntansi yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun
laporan keuangan sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas, diwajibkan untuk
menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih (LPSAL). ‘ : ; :

Entitas Akuntansi Penggabung menyusun catatan atas-lapora_n keuangan
secara lengkap dan memadai sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Il PenyUsunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Pelngelola Keuangan Daerah
"(SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah :

Badan Pengelola Keuangan.Daerah'Provinsi Daerah Khusus Ibukéta Jakarta selaku . -
- Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menyusun Laporan Keuangan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari :

a.
b.
c.
d.

. e.

‘Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Neraca; |
Laporan Operasional (LO);
La”por.an Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

- IV. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerivntah P_rovinSi DKI Jakarta

1,

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan
konsolidasi atas laporan keuangan entitas akuntansi penggabung menjadi
laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester | Tahun 2018
untuk disampaikan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk direviu.



2. Laporan Keuangan Proviﬁsi DKI Jakafta Semester | Tahun 2618 térdiri dari:_
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
b. Neraca,
c. Laporan Operasional (LO);
d. Lapbran Perubahan Ekuitas (LPE);
e.. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
f. Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.




Jesopjadsu| yajo niABLP Ue[3las pajipneun 810z V1
| Jo)SaWag BUBNEr |MQ Isuinold uebuena)| uesode] ueunsnAuag

9l

8102 V1
| 19)S0WS EHexer [y( I1suiAold uebuenay uelodeT seje niasy

Sl

jesopjadsui
uebuap epexer PIQ 1suirold uebuenay uesode] niAay uedelsiog

141

Jesopjedsuy 9y
8L0Z VL1 | Joysewag eyeyer 1)Q ISUINOId Qd)T ueyesoAued

€l

8102 V1 | Jaisawag

eueNer I ISUAOId (dM1 UeunsnAusd UEp  ISepljosuoy

Zl

punqebBuad ad)s uebuensy ueiode] unsnAusw QdMS

L

Bungebbuag
1suejunyy seyiug epeday Isuejuniy SeUT uesode ueyesakuad

ol

AXdIS Hep X1 julid UesNYe[dW Sueunyy
selug 1 unsnfusw fesss yepns BA ANT8/AdMN/AdMS

|SUBIUNYY SEIIUT ¥NUN OXdIS uelensakusd jewng indu| sasolg

{an1g) adxin
/AdMS 8102 VL | Jo)sowag uebuenay] uetode ISellisuoydy

(an1g) adyn /adys
8102 V.1 | J9)sewieg N8 eueq % efuejag isejjisuo)oy

eyexer QA Isulnoid avdg uebusp an19/adiN/Ady S
uebuoep 81L0Z VL1 | 18)SOWag JaSYy ISel|ISuoxay

{an1g
UON) 810Z V.1 | 48)sewag uebuensyf uesode] Iseljisuo)yay

{an1g uoN) 810Z V1 | Je)sewseg efuejeg |seljisuoyey

810Z V1 | 19)s3Was rds Induj npjepm sejeq

us

qQd

IS

A

¥

IS

us

r

Y]

Q¥

Qi

A jad

IS

us

r

Q¥

qy

\€

8¢ |

02

91

Sl

vl

|33

1€

9

ve

£¢

61 | 8l

Ly

9l

€l

132

0L

810z snisnby

sLoz unr

NVIVAN

ON

8102 NVIVOONY NNHVL | ¥3LSINIS VLAVIVI A ISNIAOUd NVONVNIN NVOdYT NVNNSNANId

Ivmavr



	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

